BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan sebagai lembaga
independen untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dengan tugas
dan wewenangnya yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK,
telah terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan di bidang pasar modal dari Bapepam-LK kepada OJK. Dalam
pengajuan permohonan kepailitan, tidak ada lembaga lain atau perseorangan,
kecuali OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap
perusahaan efek sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada
tahun 2015 yang menerima pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap
perusahaan efek PT AAA oleh kreditornya langsung tanpa melalui OJK
menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi menimbulkan celah hukum
bagi pihak terkait atas misinterpretasi hukum yang telah dilakukan sebelum
adanya Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK dibentuk untuk memberikan upaya mengatasi permasalahan
dalam negeri terutama dalam hal kepailitan, hal ini juga memberikan kepastian

hukum bagi kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang
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independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya karena adanya
penawaaran gagasan kepastian hukum. OJK melaksanakan sistem yang
terintegrasi terhadap pelaku usaha jasa keuangan secara transparan, dengan
pertimbangan hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi
interpretasi dan aplikasi hukum kepailitan terhadap pertambahan kewenangan
OJK dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahan efek atau
kesenjangan perkara kepailitan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan pengajuan
kepailitan perusahaan efek yang disusun oleh OJK atau dalam POJK sebagai
lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi aktivitas di sektor pasar
modal, terutama pada perusahaan efek. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk
memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pasar
modal, khususnya Debitor dan Kreditor. Selain itu, pembuatan pengaturan
tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan celah hukum oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Diperlukan koordinasi langsung antara Pengadilan Niaga di Pengadilan
Negeri dan OJK mengenai OJK memiliki eksklusivitas dalam mengajukan
permohonan pailit terhadap perusahaan efek dan entitas sektor pasar modal
lainnya, termasuk Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini juga perlu dibuat oleh OJK suatu
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department atau struktur baru terkait penyesuaian kewenanganan OJK dalam
penyelesaian perkara kepailitan. Tujuannya adalah memberikan kepastian
hukum mengenai kepailitan perusahaan efek dari pendaftaran hingga
pertimbangan hakim dalam keputusannya sehingga tidak ada multitafsir yang

terjadi.
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